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f_';_:--'"-;-(Studl Kasus Penyidikan Malpraktik
~oleh PolresGresik)

| Makung Ismoyo ]an

Abstrak' :

Tulzmn ini memberzéan Jokus pembakasan bahwa muara dari kepastian hukum yang adil itu adalah
perwzgudan suaty kondisi masyarakat yang aman dan fertib. Apabila terdapat suatu aturan hubum yang
bertentangan a’engan prinsip yang terkandung dalam konstitusi, dapat dilakukan judicial review dengan
argumentasi yang tepat. Perbedaan persepsi dalam menafsivkan suatu aturan hukum merupakan kekayaan
znte!ektual ‘yang harus di kelola dengan baik. Berbagai perbedaan konsepsi dan teori hukum dapat dijadikar
argumem‘mz lukum dalam menjawab permasalahan bukum yang tidak bisa diselesaikan olebh hubum
positif. Perkembangan hukum yang ferjadi di Indonesia memunculkan suatu jiritik terhadap penerapan
positivisme bukum, penyidik banya sebagai alot kekusaaan bagi penguasa untuk mencapai tujuan pihak
yang berkuasa dan bukan tujuan bukum. Tulisan ini mengajukan suatu intervensi sebagat tindak lanjut
dari proses penyidikan yang telah dan sedang berjalan.

Kata Kunci : Diskresi Kepolisian, Kepastian Hukum, Penyidikan, Intervensi

(5)s-anak dari-Pitono (37) dan Lilik Setyiawati
(35), warga Dusun Sumber, Desa Kembangan,

Latar Belakang

Berdasaréan alat bukti dan keterangan dari Kecamatan Kebomas Gresik sehingga ditetaphan
10 omng saksi serta surat rekam medis (ver dan
medical record), abli hukum pidana , dan abli

bukum prqfész' kedokteran serta adanya persesuaian

6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan
malpraktik tersebut.” (http://www.metropantura.

, 2 April 2015
dan telah dilakuban gelar perkara sebanyak 3 kali com pri )

akbirnya penyidik dapat menyimpulkan babwa
ada dugaan kuat terjadinya perbuatan pidana atas
meninggalnya pasien Mugammad Gafhan Habibi

»

Makung Ismoyo Jati, SIK. ; Mahasiswa program magister STIK - PTIK.

Keterangan Kapolres Gresikinidisampaikan
pada saat press release perkembangan penyidikan
kasus dugaan malpraktik yang mengakibatkan
korban Habibi, 5 th, meninggal dunia. Kasus
ini bermula dari penanganan pasien Habibi
oleh RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik, dimana
pasien dilakukan operasi pengangkatan tumor
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Di:sk'n'aﬂg'i3ch:uliéié.ri'e§ebagﬁlntervan51 Kebijalkan: dzlarn Me

e mengmgmkan permasalahan
o jalur 1 hukurn Namun daiam per n
| "'_"-"-_tldak te:gadl ’kesepakatan_ sehmgga orang tua
- pasien melaporkan permasalahan ini- kepada_'

e Polres Gresik dengan harapan adanya proses
penegakkan hukum yang ad11 bag1 korban

E Kasus ind 4 menjadl perhatlan publu: dz
Kﬂbupat.en_ ‘Gresik, ‘sehingga Polres ‘Gresik
scb_égai instansi terdepan  dalam - penegakkan
hukum . harus melakukan  penyidikan yang
p:dfcs_s_ional_serta taat asas dan hukum. Setelah
melalui rangkaian penyidikan untuk mencari
dan mengumpulkan bukti yang dapat dijadikan
sebagai alat bukti sesuai KUHAP dan Peraturan
Kapolri. tentang_ manajemen penyidikan maka
penyidik melalui Gelar Perkara menyimpulkan
adanya dugaan'. kuat terjadinya . perbuatan
pidana - dalam kasus -meninggalnya -pasien
Habibi serta menectapkan 6 orang tersangka
sebagal pihak yang bertanggung jawab atas
dugaan pidana tersebut. Penyidik Polres Gresik
memiliki keyakinan adanya perbuatan pidana
karena adanya keterangan ahli tentaigpraktik
kedokteran (penunjukkan dari IDI) yang
menyatakan adanya kesalahan berupa kelalaian
dari Tim Dokter dan Perawat yang menangani
pasien tersebut sehingga pasien mengalami
koma (mati batang otak).

Dalam perkembangannya setelah dilakukan
pemanggilan dan pemeriksaan  tersangka
dimana sebelumnya juga telah dikirim Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
kepada Kejaksaan Negeri Gresik, keluarga para
tersangka melakukan upaya perdamaian dengan
pihak orang tua korban dengan harapan kasus
tersebut tidak berlanjut sampai pengadilan.

dengan Kompolnas dengan memerintzhkan
Penyidik Polres Gresik melakukan gelar perkara
khusus di Polda Jatim yang dihadiri langsung
oleh Komisioner Kompolnas dengan hasil bahwa
gelar perkara merekomendasikan kasus tersebut
agar dihentikan pada tingkat penyidikan dengan
alasan bahwa perkara tersebut. sudah dicabut,
korban sudah tidak mcmpermasalahkan Iagi
(ter_]ach perdarnalan)

: Dengan adanya rekomendasi gelar pf:rkara
tersebut menjadi sebuah dilema bagi penyidik,
apakah perkara tersebut harus dihentikan sesuai
rekomendasi Gelar Perkaradimanamenurutkode
etik profesi Polri bahwa gelar perkara merupakan
suatu rapat dinas yang” wajib dilaksanakan.
Disisi lain, belumada payung hukum terkait
hal“tersebut yarig secara eksplisit diatur dalam
KUHAP tentang alasan penghentian penyidikan
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 109 (2)
KUHAP.

Tindakan melanjutkan proses penyidikan,
melengkapi berkas perkara dan menyerahkannya
kepada JPU adalah pilihan dari penyidik
Polres Gresik dalam kasus dugaan malpraktik
terhadap korban Habibi.
memutuskan tindakan tersebut sesuai dengan
keterangan dari Kasat Reskrim adalah bahwa
perkara yang dilaporkan bukan merupakan delik

Alasan penyidik

aduan sehingga tidak ada alasan yang dapat
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'tersebu '.bukan merupakan dehk aduan :'_"dan
_]uga sudah ‘melibatkan JPU sebaga1 rangkalan =
© system peradﬂan pldana karena SPDP ‘sudah
 diterima oleh ke_]aksaan Hal inilah yang menjadl "
perhatzan darz satuan atas (Polda Jatzrn) sampal )




: ':-..peny1d1kan ‘meskipun ‘sudah ada pencabutan

.:="'.13P:Qf'¢_‘_n. .-Po.h-s‘_---d_a-n. pe:dgma.lan_ antara pihak

o "feféa:ﬁgka dan korban. Ini merupakan alasan
L yang cukup iogls bagi penyidik yang merupkan
‘seorang praktlsz, dimana setiap tindakan yang
_j-_dm.mbal haruslah berdasarkan dogmatis-Hiikum

L atau ilmu hukum. Dogamtis hukumyang berlaku

- dil Indonesw. adalah hukum positif dalam hal ini
| "-yang terkait penylchkan adalah KUHAP

Penerapan _ KUHAP tekstual
oleh penyidik merupakan implementasi dari
positivisme . hukum, dimana John Austin
dalam Tanya, 2013, menyatakan bahwa hukum
merupakan sebuah perintah dari penguasa |
dan hukum secara tegas dipisahkan dari moral.
Hakikat dari semua hukum adalah perintah
yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat
ditujukan . kepada yang diperintah - dengan
disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar.
Penyidik menggunakan parameter hukum positif
yang berlaku di Indomesia untuk melakukan
penilaian terhadap permasalahan yang sedang
ditanganinya sesuai dengan mekanisme yang
diatur dalam perundang-undangan yang berlaku
dalam ‘hal ini adalah UU"'No 8 tahun 1981
tentang KUHAP. Penerapan positivisme hukum
secara tegas memisahkan antara hukum dengan
moral dan agama schingga ilmu hukum tidak
membahas hubungan antara ketiganya.

sCcarg

Seperti yang kita ketahui bahwa penyidikan
adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya (vide pasal 1 angka
2 UU No 8 tahun 1981). Jadi tugas penyidik
adalah sampai dengan menemukan tersangka
berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan dari
proses penyidikan itu sendiri. Dengan demikian
hukum yang merupakan sebuah perintah dari

S _' D1skrcu choksmrs sabagm Intcxvenm Keb?akan dalam Mewufudkan Kepastian Hukum

rtanggung}awabkan sesuai pasal 109 ayat
S "(2  KUHAP tentang ketentuan - penghentlan

Studi Kasus Pen)n Malpfa.ktlk oleh Polres Ggresxk).-:-__

penguasa yang harus ditaati bukan karena = e
mempunyai dasar dalam kehidupan social =
malainkan karena mendapat bentuk positif suatu
instansi yang berwenang dalam hal ini adalah
penyidik Polri yang hanya memandang hukum -~ -
sebagai bentuk yuridis dan formal saja sesuai':::::__ i
yang tertuangedalam ketentuan perundang- -

undangan yang berlaku.

Penegakkan hukumaliraninimengandalkan
sanksi bagi siapa saja yang tidak taat terhadap
ketentuan hukum yang ada dengan harapan
terjadinya suatu kepastian hukum dan terjamin
ketertiban serta mempertegas wujud dari hukum
di masyarakat. Dengan mengedepankan ketaatan
terhadap asas dan hukum positif, penyidik
Poltes Gresik. tidak memiliki kemampuan
untuk menerobos hukum yang ada, tidak dapat
mendahulukan moral dibandingkan dengan
hukum positif dalam penyelesaian kasus yang
sedang ditanganinya. Dalam kasus malpraktik
ini akan terlihat scolah-olah penyidik adalah
sebagai alat kekuasaan dari penguasa untuk
mencapai tujuannya schingga tujuan hukum
yang sebenarnya tidak tercapai yaitu keadilan.
Padzhal dalam penegakkan hukum /yang
berkeadilan sarat dengan landasan etis danh moral

(Husni, 2006),

Dari sisi moralitas meméng hal tersebut
cukup bertentangan, .dimana pelapor sudah
mencabut-laporannya dan terjadi perdamaian
antara dua belah pihak bahkan pihak tersangka
sudah memberikan kompensasi materi yang
cukup besar kepada keluarga korban namun
penyidik tetap melanjutkan kasus tesebut.
Disinilah yang akan dinilai bahwa keadilan tidak
didapat oleh pihak tersangka, seharusnya dengan
dicabutnya perkara maka penyidik diharapkan
mengedepankan rasa keadilan bagi mereka
karena keluarga korban sudah mendapatkan
sedikit keadilan dengan penerimaan kompensasi
itu. Namun yang harus digarisbawahi bahwa ada
berbagai aturan yang merupakan hukum positif
yang harus dipedomani oleh penyidik dalam
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iskresi Kepotisian sebagai Intervensi Kebijakan “dalam Mewujudian Kepa
Ka.s : P idi alpraktik oleh Poire:s Gres:k)

i _pelaksanaan tugasnya':yang mana hukum posmf
. merupakan_ penjabaran  teori hukum menjadx_t
S "_suatu dogmats.f hukum g '

::_.Perkembangan '_hukum yang - terjadi . 'dx

o :-I.nd'onesza_ memunculkan--'suatu krmk terhadap

..."::'-':Penerapan positivisme. _:hukum"' penyldik anya

R ebagai’ alat kekusaaan bagz penguasa.. untuk
' """_'3':'-mencap tﬁjuan plhakyang berkuasa dan bukan;

L '-l_ltu_]uan hukum Muqaddas dalam Wantu 2012 e
per uatan - p1dana malpraknk terhadap korban
B Hab1b1 yang dltangam penyzdlk Polres Gresik,
. j1ka mengacu kepada “hukum progreaf ‘maka
peny1d1k melanjutkan':
penyidikan perkara ini karena sudah tercapai -

. menegaskan. bahwa hakim dalam menemukan:_
7 hukum tidak culcup hanya mencari dalam
i 'undang—undang saja, |
- :undangvundang tldak mengatur secara jelas
~.dan lengkap sehmgga ‘hakim harus mcnggah
nilai-nilai hukum yang }ndup dalam masyarakat

se‘n ab kemunghnan'

Oleh sebab itu dalam proses penegakkan
hukum, hakim harus dapat menemukan hukum
yang tepat. Hal ini sejalan dengan Mochtar_ .
Kusumaatmaja, 2009, hukum adalah kaidah
sosial, dimana pergaulan antar manusia dalam
masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum tapi
t_erdap_at moral, agama, kaidah social, kesopanan,
maupun-adat istiadat yang saling berhubungan
antara satu dengan yang lain, mempererat jalinan
“antara hukum dengan moral dan agama. Ada
kalanya hukum tidak sesuai dengan kaidah-
kaidah sosial. Yang bestolak belakang dengan
aliran positivism, hukum ‘seolah-olah terpisah
dari nilai-nilai keadilan yang“ada di tengah
masyarakat, hukum merupakan undang=undang
sehingga menjadi satu-satunya sumber hukum
yang berlaku.

Berangkat dari knnkan terhadap penerapan
positivisme hukum tersebut, maka muncullah
gagasan' hukum progresif oleh Prof. Satjipto
Rahardjo, yang beranggapan setiap kali persoalan
huk_tim muncul dalam nuansa transisi, namun
penyelenggaran hukum terus saja dijalankan
layaknya kondisi normal (positivisme). Hukum
progresif mengisyaratkan bahwa pelaku hukum
dapat melakukan perubahan dengan melakukan
pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang
ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan.

Jurnal Imu Kepelisian | Edisi 086| September - Okrober 2016

._'De_,ngan kata 1am apabﬂ' laku
polxé1, Jaksa ataupun “hakim dapat melakukan .
o suatu proses diskresi dengan bgkasana't'erhadap
""'-persoalan ‘yang . menyangkut keadﬂan ‘bagi

g -.imasyarakat Pelaku hukum dlmntut mencaridan
- ‘menemukan keadlian dalam batas dan di tengah“-.f:_ B
keterbatasan kaldah hukurh'yang ada (Bernard'f':_;
LTanya 2013) o, S o

tidak - “scharusnya -
-kcadll_an ‘_cer_hadap korban yang terwakili olg_:h
orang tua korban dengan menerima kompensasi
materi serta -adil ‘bagi - tersangka karena atas

perbuatannya yang: menyebabkan timbulnya -

korban sudah diganti dengan “sanksi” berupa
menyerahkan sebagian ‘hartanya kepada pihak
korban dan pihak korban menerima sebagai
sesuatu yang adil atas perbuatan mereka terhadap
kotban, Dengan adanya “sanksi” tersebut cukup
memberikan kesempatan kepada pelaku agar bisa
memberikan . pertanggungjawaban yang lebih
baik -dibandingkan sanksi pemidandan. Pelaku
akan terdorong untuk mengakui kelemahannya,
kesalahannya untuk
Sehingga pelaku

dan memperbaikinya
korban dan masyarakat.
memikul pertanggungjawabannya atas tindakan
nya secara nyata. :

Hukum progresif ini “memaksa” penyidik
untuk menemukan kebenaran dan keadilan
dalam proses penyidikan tanpa harus menunggu
adanya hukum positif yang mengaturnya. Hal
ini dapat dijadikan suatu pembenaran dalam
penegakkan hukum progresif karena keadilan
yang diinginkan adalah keadilan restorative yang
memfokuskan pada peningkatan keterlibatan
korban, dalam hal ini adalah keluarga korban
yang dapat memastikan dengan pemberian
kompensasi materi tersebut “korban” menerima
keadilan yang sifatnya personal dan memuaskan,

EzDalam ka1tannya dengan kasus dugaan'_;f.'.




_ . Hal tersebut
dengan -_yang : dlutarakan D1gnan dalam
10,2012, “Restorative: Justice is .a valued
pproacb qf re@ondzng Zo wrongdazng and
with a balanced focus.on the person harmed,

_e}lizperson cauising the harm and. the affected
- community”. Pendekatan keadilan restorative ini

merupakan. alternatwe d1 luar pengachlan dengan

o _mengedepankan 1ntegra51 pelaku dz satu sisi dan

“korban serta masyarakat di lain sisi sebaga1 satu
:_kesatuan untuk mencari solusi serta kembah
pada pola hubungan baik dalam masyarakat
(Prayitno 2012) gy

~-Dengan- adanya argumentasi ‘dari hukum
progresif tersebuty tulisan ini mengajukan suatu
intervensi ‘sebagai tindak lanjut dari proses
penyidikan yang telah dan- sedang berjalan.
Ujung dari suatu penegakkan hukum adalah
keadilan, hukum tidek hanya berbicara tentang
undang-undang, ‘hukum berbicara keterkaitan
seluruh norma yang hidup di masyarakat.
Inilah yang diharapkan oleh hukum progresif
terhadap ‘penegakkan hukum di Indonesia,
Alasan - penghentian, penyidikan terhadap
kasus-kasus - berlatar belakang - sama dengan
malpraktik sebagai studi kasus diatas seharusnya
bisa terakomodir sebagaimana tercanturn dalam
pasal 109 ayat (2) huruf ¢ UU No tahun 1981
yang menyebutkan penyidikan dihentikan “demi
hukum” bukan “demi undang-undang” dengan
menerapkan prinsip diskresi kepolisian sesuai
pasal 18 ayat (1) Undang-undang No 2 tahun
2002 dimana pejabat Polri dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya dapatbertindak menurut
penilaiannya sendiri artinya suatu tindakan
yang dilakukan tersebut harus memperhatikan
manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-
betul untuk kepentingan umum.

Prinsip  diskresi dalam  penghentian
penyidikan oleh Polri akan menimbulkan
konsekuensi bagi keseluruhan proses manajemen
penyidikan di lingkungan Polri. Penanganan

' pencabutan .

:":'D:,skreu Kepohsxan sc!)agm Interwenm Kebgakan da.iam Mewu udkan Kepastian Hukum Gg Ai;,
res

yan
S:udx Kasus Peny1 Malpraktik oleh: Polres

kasus kasus yang sedang chtangam oleh seluruh © -
peny:chk di Indonesia dapat mengambil manfaat =~
dari - -penerapan  diskresi - tersebut. - Selama -
ini banyak kasus-kasus yang tcrjadl seperti -
pencurian sandal jepit di Paly, pencurian tiga "
biji kakao oleh Nenek Mmah di kebun milik PT ~
Rurnpun SanAntan dan yang terakhir pencurian =
kayu oleh nenek Asyam di Situbondo, penyidik .~ -
tidak berani mengambﬂ langkah penghentian -
penyldlkan saat perkara terschut ‘masih pada

tahap peny;d;kan Perubahan secara sistematis
terkait diskresi penyidikan akan dapat terlaksana
apabila intervensi ‘tersebut menjadi  suatu
kebijakan pemerintah yang dituangkan secara
eksplisit dan tegas dalam Undang Undang
tentang hukum acara pidana.

Diskresi Kepolisian Sebagai Suatu
Kebijakan

Salah satu  indicator utama untuk
mengindentifikasi bahwa penerapan diskresi
kepolisian dalam  penyidikan merupakan
intervensi kebijakan kepolisian dalam proses
penegakkan - hukum  yang © berkeadilan,
bermanfaat dan memiliki kepastian hukum,
apabila implementasinya memiliki ketérkaitan
dengan tujuan penegakkan hukum sebagaimana
diamanatkan dalam pasal 28 D.ayat (1) UUD
1945, “setiap orang berhak’ atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan
hukum”.  Pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945,
menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah
Negara hukum, yang mengandung konsekuensi
bahwa tidak hanya penyelenggaran negara yang
harus memiliki dasar dan sesuai dengan aturan
hukum, melainkan juga berarti warga Negara
tidak boleh melanggar aturan hukum yang
berlaku. Tujuan hukum diatas akan bermuara
kepada terwujudnya ketertiban dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam  kerangka  Negara  hukum,
penegakkan hukum merupakan clemen penting
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yang ‘mantap/ dan .menejawantahkan - sikap
tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap
akhir untul menciptakan, memilihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hldup
Hal ini Jclasiah selaras dcngan muara dan tujuan

penegakkan lndup itu sendm % i ;
Penegakkan hukum itu sendiri tldak akan

te_rlepas dari peran para penegak hukum yang
ada dalam system peradilan pidana di Indonesia
yang dikenal dengan criminal justice system
yaitu penyidik, penuntut umum, dan -lembaga
peradilan. ‘Muladi, ‘1995, menyatakan bahwa
system peradilan pidana adalah suatz system
yang didalamnya terkandung gerak sistemik
dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu,
Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan“lembaga
koreksi/ lembaga pemasyarkaatan yang secara
keseluruhan dan merupakan satu kesatuan

(totalitas).

Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Polri) merupakan salah satu unsur dari penegak
hukum yang ada di Indonesia. Dalam UUD 1945
sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) menyebutkan
bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagai alat Negara yang menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,
mengayomi, melayani
menegakkan hukum. Hal tersebut dipertegas
dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 mengenai

masyarakat  serta

_ :.:._ija.rena menenmkan apakah Negara hukum: ‘t
o akan menjadl slogan semata atau akan terwugudf
:;dalam Keseluruhan - kehldupan ; "P-_enegaldwn,_.} i_
j-hukum merupakan suafu proses dltegakkannya'__:_ﬁ
Camu d11aksanakannya aturan-aturan pidana yang '
e '3.;;"'b€r1aku tcrhadap pelanggaran aturan pidana.
St '-:_Namun penegakkan “hukum tldak :
f id1la1‘;sa1:1;a.lr.ann},m aturan aturan pldana secara

' ' normative yundls saja, namun terdapat nilai dan
Ll -moralyangd.lpernmbangkan Soerjono Soekanto,

o 1979, menyatakan bahwa secara: konsepsmna}

: ‘maka inti dan arti penegakkan hukum terletak untuk mencegah ke}ahatan dan memchha:a".l'

‘pada. keglatan ‘menyerasikan hubungan mla1— i 'keteruban PO}ISI bergantung #y pcrserujuan- :

.'mlax yang. terjabarkan di dalam kaldah-kaidah -
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dan_ kepercayaan public untuk  secara; sefeltif

3me_njal_ank_an__ tugasnya, - tujuan akh_zr dari
kegiatan kepolisian adalah untuk mendapatka_n. '
kc:_taé,tan. hukum secara sukarela -(membanguxi _
kesadara hukum) dalam masyarakat, polisi harué _
tegas dalam menjalankan tugasnya dan selalu
- berlandaskan hukum, penggunaan kekerasan dan

tindakan fisik adalah sebagai langkah terakhir
apabila tindakan persuasive tidak berhasil, polisi
mcrupakan bagian dari’ masyarakat dan fujuan
mereka adalah memberﬂcan perhndungan dan
peiayanan kepada masya.rakat dan keberhasﬂan
semua satuan polisi tidak diukur dari jumlah
penangkapan tap1 hllangnya tindak kqahatan
dan pelanggaran hukum.

Sebagai suatu institusi Negara yang
memiliki kedudukanlangsung dibawah Presiden,
Polri_dituntut memiliki dan memegang teguh
prinsip dan nilai-nilai profesionalisme dalam
pelaksanaan tugasnya. Polri merupakan garda
terdepan dalam penegakkan hukum, sehingga
dalam lingkup tugasnya selalu bersentuhan
langsung dengan masyarakat. Komunikasi yang
intens tersebut membuat terjadinya kedekatan
dengan masyarakat, sehingga dapat menjaring
asiprasi masyarakat terkait dengan proses
penegakkan hukum yang diinginkan mereka.
Pada situasi tertentu, personel Polri harus mampu
mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan
pertimbangannya sendiri yang bertanggung
jawab, inilah yang disebut dengan diskresi. Dalam

.dan pelayanan kepada masyarakat Tergambari'.'_: L
-;-'dengan Jelas bahwa ﬁmgm penegaid(an hukum-_{-:: L
-"d1 Indonesm salah satunya adalah Poln yang
ckedar'-'i: - : A o
Secara umversal hal tersebut dxatas scsua1 5
-"-dengan 9. (Sembzian ) Pnnszp Kepohsmn Pcelz':’"-_ |
yaitu tujuan dari satuan. kepohsmn adalah




umumy: yang lebxh besar

__Memang, apabzla chhhat secara kasat mata,

: kcwcnangan diskresi yang dlmﬂllkl oleh Polriini
sering dzpersepmkan sebagm kewenangan yang
' tidak terbatas. Akan muncul. pandangan bahwa
o :"'pelaksanaannya ‘merupakan/ bentuk - -arogansi

. Polri, sehmgga bisa saja apabila tidak tepat dalam

L _I_n_en_gambﬂ_ keputusan dan pertimbangan yang

ada tidak \dapat dipertanggungjawabkan zkan
“menimbulkan konsekuensi logis memperburuk
 citra, Polri - ditengah masyarakat. Pengetahuan
yang yang luas dan berkualitas sesuai dengan
lingkup - tugas nya serta pengawasan yang
komprehensif - dari berbagai elemen dapat
meminimalisir - ‘penyalahgunaan  wewenang
dlSerSI tersebut '

DlSk.I'CSl kepol;szan dapat  dimaknai
scbagau suatu kebgakan berdasarkan kekwasaan
untuk melakukan suatu  tindakan . atas
dasar pertxmbangan dan keyakinan dirinya.
ch_enax_;gan_ diskersi ini\dilakukan berdasarkan
hukum yang berlaku, namun lebih menekankan
pertimbangan  moral  daripada  kerangka
hukum. Namun tidak berarti diskresi tersebut
bertentangan dengan hukum yang ada. Polriyang
memiliki kewenangan diskresiseolah-olah dalam
implementasinya bertindak tidak berdasarkan
hukum ‘yang  berlaku. Apabila dikaji lebih
mendalam, penerapan diskresi tersebut justru
merupakan tindakan yng menjunjung tinggi
tujuan hukum itu sendiri yaitu ketertiban dalam
bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Hartjen
dalam Nitibaskara (2006), mengemukakan
bahwa “law enforcement is a matter of decision
making”, sehingga sudah sepatutnya Polri
diberikan ruang oleh hukum untuk mengambil
berbagai tindakan yang diperlukan sesaat setelah
terjadinya suatu kejadian. Ruang tersebut adalah
kekuasaan diskresi kepolisian. Senada dengan

DJskrem Kepahsnm scbaga.1 Intervcnsl Keb:;akaxa da]am M wjudkan Kepasuaa Hukum yan - Adil
mdl Kasus Pensyidikan Malprakeik oleh Polres Ggreszk) Bt

ZHartjen, Radelet dalam. Roeslan Saleh (1995) s .
menyatakan bahwa “aw is not an end in itelf

pelaksanaannya, pemlawn terhadap szrua31 yang_
" dihadapi: 'merupakan subyekt;ﬁtas dari. personel
. itu sendiri. ‘Namun keputusan yang diambil
P tersebut harus mempernmbangkan kcpenungan

properly understood, is it a mean to bnger end in " - )
human affair, much as good order, justice...”, axtinya S
bahwa Polri tidak hanya melulu penyeleggaraan =
hukum yang tegas berdasarrkan dogmatis hukum - S
saja;“melainkan. harus dilihat dari pandangan .
yang lebih luas lagiwPenegakkan hukum & -

merupakan ulitimum vemidium, dan penegakkan
hukum  ‘harus ditujukan bukan semata-mata
menghukum orang yang melanggar namun lebih
kepada memelihara ketertiban dan ketentraman
masayarakat, Karena tidak bermanfaat jika
penegakkan hukum justru  menimbulkan
permasalahan baru berupa gejolak social.

Satjipto Rahardjo, 1983, menjelaskan bahwa
memelihara dan mencegah membutuhkan
kreativitas. Pada gilirannya kreativitas itu
membutuhkan kelonggaran dan kebebasan
dalam beritindak dan itu berarti tugas polisi
tidak bias diatur dan dibatasi atau dalam istilah
ilmunya dibutuhkan suatu diskresi untuk bisa
melaksanakan tugas tersebut. Dikaitkan dengan
penegakkan hukum, suatu tujuan hukum tidak
selalu identic dengan tujuan-tujuan yang secara
eksplisit dirumuskan dalam suatu ataran, apa
yang dinyatakan dalam suatu aturan belum
tentu merupakan alas an yang sesungguhnya
dari pembuatan hukum itu.séndriri (Soekanto,
1995). Berdasarkan.pandangan diatas, tindakan
Polri yang melakukan tindakan diskresi atas
pertimbangannya sendiri merupakan suatu
alasan pemaafyang dilakukan untuk kepentingan
umum, Dalam pasal 18 ayat (1) UU No 2 Tahun
2002 ditegaskan bahwa “Untuk kepentingan
umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya dapat berindak menurut
penilainnya  sendiri”. Pertimbangan demi
kepentingan umum tersebut adalah diantara
berbagai macam pertimbangan yang diyakini
oleh personel Polri tersebut. Tindakan yang
diambil tersebut harus memepertimbangkan
manfaat serta resiko dari tindakannya tersebut.
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(1983.). d.tmana pekerjaan p0h31 sesungguhnya
juga tidak _]auh dan peker}aan mengadlh Sebab

| 'membcrxkan penafsuan terhadap. hukum pzdana_

pada saat berhadapan dengan orang-orang
tertenm yang ‘melakukan pcrlawanan tergadap
hukum bukankah peker_]aan mengadlll juga?®,
Atas dasa.r pem1k1ran tersebut, maka alasan
pemaaf seperti dgelaskan dlatas yang merupakan
suatu kebgakan dlSkl‘ESl oleh. Polri adalah
perluasan dari suatu hukum yang ada. Polri
dlperbolehkan melalukan tmdakan tcrsebut
yang juga merupakan pekejaan memutuskan
scbagalmana hakim mcngadlh sesuai dengan
pemlzuan berdasa.r alat bukti yang ada ditambah
dengan pertlmbangan serta keyakmannya
Kebijakan  diskresi juga memperhatikan
perkembangan dan  dinamika masyarakat
secara sosiologis. Hubungan antar masyarakat
yang terwujud dalam suatu pranatas.social
akan ‘mempengaruhi keputusaan Polri dalam
mengambil tindakan diskeresi tersebut.

Suatu  kebijakan penegakkan hukum
merupakan bagian integral dari kebijakan social.
Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pelaku
penegakkan hukum dalam rangka mencapai
tujuan kebijakan social yaitu kesejahteraan
social tidak seluruhnya dapat diatur secara
limtatif dalam suatu rumusan aturan. Polr
yang merupakan salah satu alat Negara yang
memiliki fungsi menegakkan hukum , secara
integral dan tidak terpisahkan juga memiliki
fungsi pemelihara kemamanan dan keterrtiban

. teiah d.ljelaskan"' dalam "baglan awal tulxsanf:.f:'-'
‘ini. yaitu mengenai malprakt;k yang. tengah
dilakukan penyidikannya oleh penyidik Polres
- Gresik, secara sosilogis menunjukkan _ada_nya

suatu dinamika masyarakat. Begitu juga perkara
lain yang dicontohkan pada Bab pendahuluan
yaitu kasus. pencurian sandal jepit di Palu,

‘pencurian tiga biji kakao oleh Nenek Minah di -

kebun milik PT Rumpun Sari Antan dan yang
tera_l_{hlr pencurian kayu oleh nenek Asyani di
Situbonde yang sangat kental dengan sosiologi
hukum. - Hal - tersebut - menunjukkan bahwa
hukum juga harus masuk ke dalam dinamika
masyarakat yang ada. Suatu penegakkan hukum
tidak ‘bisa diartikan sebagai penerapan hukum
yang normative kepada masyarakat secara kaku,
Dengan demikian, hukum sebenarnya bukanlah
tujuan, melainkan alat untule'mencapai tujuan
tersebut,

Dinamika yang terjadi dalam masyarakat
tersbut, harus dapat diidentifikasi oleh personel
Polri khususnya penyidik dalam menindaklanjuti
suatu perkara yang sedang ditangani. Dalam
kasus mal prakik terhadap korban Habibi yang
sedang ditangani oleh Polres Gresik , terdapat
perkembangan bahwa terjadi kesepakatan antara
pihak korban dan pihak tersangka. Harapan
mereka, dengan terjadinya suatu perdamaian
tersebut maka Penyidik Polri dapat mengambil
tindakan untuk memutuskan berdasarkan
hukum supaya tidak melanjutkan perkara
tersebut ke jaksa penuntut umum. Tindakan
tidak melanjutkan proses hukum itulah yang
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ch enyidxk dalam tataran teknis penyidikan

tetap -memperhatikan prosedur dan
t ___n__:'perundang-undangan yang ‘berlaku
_ an tujuan suatu kepastian hukum yang adil
serta ';bermuara kepada ‘tertibnya masyaxakat

.' ':Intl dan proses diskresi dalam penyidikan ini
- adalah - pemlhhan tmdakan “penyidik untuk
memproses atau ndak memproses suatu perkara

' yang dltangam -

' Secara -administrative,  proses -tidak
meiaﬁjutkan’ suatil = perkara oleh penyidik
haruslah “memenuhi syarat legal formal yang
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) yaitu melalui proses
penghentian penyidikan sesuai pasal 109, Dalam
pasal ‘tersebut terdapat syarat suatu perkara
dapat dihentikan yaitu karena tidak terdapat
cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan
merupakan ‘tindak “pidana, atau penyidikan
dihentikan “demi hukum”. Frasa demi hukum
ini tidak secara tegas dijelaskan dalam KUHAP
tersebut, “dibutuhkan
berdasarkan dogmatis dan teori hukum yang
ada. Dari berbagai pendapat ahli hukum yang

ada, bahwa berbagai teori hukum ini berfungsi

- sehingga penafsiran

bila dogmatis hukum tidak bisa“menjawab
permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.
Inilah hukum yang diartikan tidak hanya secara
formal saja melainkan harus juga diartikan secara
materiil dimana hukum tidak tertulis harus
diakui sebagai hukum yang tumbuh dan hidup
di masyarakat, maka “demi hukum” sebagaimana
diatur dalam pasal 109 KUHAP tersebut harus
dimaknai sebagai demi mencapai tujuan hukum
seperti yang tertuang dalam konstitusi Negara
kita yaitu kepastian hukum yang adil. Alat
untuk mencapai tujuan itulah salah satunya
dengan menerapkan diskresi kepolisian dalam
penyidikan perkara pidana.

Diskresi kepolisian dilakukan sesuai dengan

stlcrem chuhsmn sebag:u Interve I{eb;_;akan dalam Mewn

'syarat yang tertuang dalam pasal 18 ayat (1)U - -
No. 2Tahun2002ya1tu demi kepentmgan umum, .
“umum” “dapat - diartikan -
“untuk siapa saja” atau “untuk orang banyak”--'_'__"*__-f'_
-ataupun “khalayak -ramai. Dengan ‘demikian’ = °
yang menjadi subyek dari kepentingan umum
ini ‘adalah kepentmgan masyarakat luas, baik . S
kepentmgan antar individu, kepentmgan antara .-
individu dengan keiompok meupun kelompok . -
dengan kelompok. Dengan memperhatikan =~
makna pasal tersebut, maka sangat jelas bahwa -

n sebagai .j'd1sk:f:31 '5 kepolismn_.
ikan yaitu diskresi yang dilakukan -
Secara - gramat.tkal
2U. _mengenyampmgkan tekms penyidikan

judkan Kepasnan Hulcum Adll

'- (Smdx Kasus Penyl Malpraknk oleh Polrgsm res

penerima manfiat atau benerficiaries: dari
implementasi diskresi kepolisian adalah semua
orang terutama yang sedang terlibat dalam suatu
permasalahan hukum di kepolisian. Apabila lebih
dikongkritkan lagi menjadi diskresi kepolisian
dalam penyidikan maka yang memperoleh
manfaat yang paling significant adalah pihak-
pihak yang sedang berperkara baik pelapor
(korban) maupun terlapor (tersangka). Karena
syarat diskresi ini adalah untuk kepentingan
urmum, setidak-tidaknya kepentingan social
akan terpenuhi dengan penerapan diskresi
ini. Dengan pencrapan diskresi ini, keadilan
akan dirasakan oleh pihak pelapor, kepastian
hukum sebagai tujuan hukum akan diterima
oleh terlapor serta manfaat dari hukund itu akan
dirasakan oleh masyarakat yang lain.

Kepastian hukum yang adil tidak boleh
hanya dirasakan_pibak-pihak yang berperkara
saja. Namun petugas Polri dalam hal ini adalah
penyidik pun harus mendapatkan manfaat
dari tujuan hukum tersebut. Para penyidik
wajib mendapatkan perlindungan dari proses
diskresi penyidikan yang ia lakukan. Seringkali
pembatasaan syarat penghentian penyidikan
“demi hukum” tersebut diterjemahkan secara
tekstual oleh fungsi pengawasan (Propam) dan
menolak tindakan lain yang tidak diatur dalam
ketentuan hukum yang mengikat penyidik
tersebut. Dengan adanya hal tersebut, penyidik
menganggap bahwa diskresi
kepolisian berupa penghentian penyidikan demi

pelaksanaan
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g ’ -_ i'.tekstuai mengatur penhal perhndungan terhac.laia.
L -_:.p__etugas yang melakukan dlskresx tersebut Saat_'_."

-_--.-:';-._dalam pasal 50 dan pasal 51 KUHAP yang":‘
- 'memerlukan mterpretasz hukum yang: panjang'
- Apabila aturan tersebut sudah Jelas diatur, makaﬁ_'
o '“-__peny1d1k sebagal pxhak penenma manfaat akan
- dapat ‘merasakan. Dengan tidak ‘melanjutkan
L suatu perkara yang/ dihentikan demz hukum,'

. 'penyidlk dapat . mengcfektlﬂ{an pekerjaannya

'_schmgga ia dapat mengerahkan tenaga, pikran
.dan waktu nya untuk memndaklanjun perkara—
perkara yang lamnya : : A

~Selain darxpada itu, sepert& yang d.tkctahui,
sebagaimana diatur dalam pasal 136 KUHAP
bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk
kepentingan :pemeriksaan  ditangsung oleh
Negara, dengan demikian semenjak suatu laporan
polisi diterima sampai dengan penyerahan berkas
perkara ke Kejaksaan dibiayai .oleh Negara
sesuai dengan DIPA. Asas . dari Peradilan di
Indonesia pun . adalah sederhana, cepat .dan
biaya ringan. Apabila kita memperhatikan 2
hal tersebut maka diperlukan suatu efisiensi
dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia.
Proses penegakkan hukum yang terlalu panjang
akan memakan biaya Negara yang besar juga.
Dengan demikian maka penerapan diskresi
kepolisian dalam penyidikan tindak pidana akan
memangkas pembiayaan Negara terhadap proses
tersebut. Perkara yang dapat dihentikan “demi
hukum” saat tahapan penyidikan maka tidak
perlu lagi Negara membiayai proses penuntutan
dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Negara
pun akhirnya mendapatkan manfaat dari
kebijakan diskresi kepolisian tersebut.

Intervensi kebijakan diskresi kepolisian
ini memerlukan payung hukum yang tegas,
harus secara tekstual dalam suatu peruandang-
undangan mengatur permasalahan diskresi

agi-  tersebut.Segalafilasafat, ondankonsepmhukum o
'__":mengenm diskrest - dalam bldang penyldlka
' - suatu - dogmatls.f:f-:'_':- -
hukum Mengapa demlkxan?‘ Penyidik sebagai
:-'pelaksana kebgakan tersebut -akan. terhndung;f‘:__: :
_ﬁ '_'dan perbedaan mterpretasx suatu aturan huku.m .
dengan ﬁ.lngs1 pengawasan, Pa}rung hukum yang-:_'-
tegas tersebut dapat memasnkan keberlanjuutan e
_program tersebut Diskresi’ kepohs1an khususnya? :
“dalam pen}adlkan akan menjach suatu dogamtis o

" hukum yang dapat dlpertanggung}awabkan_

- secara: lcgal formll ‘maupun meteriil, Dengan -

; aclanya efeknﬁtas dalam pclaksanaan peny1d1kan -

_'_'-harus
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d1gelarkan dalam

tindak pidana; oleh Polri- maka akan tercapai
s_ua__t_u cﬁ_i_cacy yang b_erdam_pak pada penerimaan

- manfaat program tersebut secara luas. Dampak

dari = penerapan - diskresi . kepolisian secara
konsisten dan tegas dengan memperhatikan.
kepentingan umum dan sosilogis hukum maka
akan berdampak pada seluruh penermia manfaat
tersebut. Secara politis, para pihak yang terlibat
dalam permasalahan hukum yaitu korban dan
tersangka akan terakomodir harapannya, plhak
ketlga (masyarakat) akan merasakan manfaat
serta petugas (pen}uds.k) akan terlindungi hak~ |
haknya Deari segi ekonomi pemangkasan proses
penyzd1kan melalui tindakan diskresi tetntunya
akan berdampak pada effisiensi biaya yang
dlkeluarkan Negara dalam  proses perad:lan
p1danﬁ Yang pahng merasakan dampak dari
penerapan~diskresi yang professional adalah
kehidupan social di masyarakat. Penegakkan
hukum dengan tujuan penghukuman dan
menimbulkan ketakutan di masyarakat menjadi
hal yang akan ditinggalkan, tujuan penegakkan
hukum lebih diprioritaskan kepada penciptaan
situasi kcnyamanah dan ketertiban dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

Faktor Pendukung Penerapan Diskresi
Kepolisian

Tujuan dari penegakkan hukum sesuai
dengan UUD 1945 adalah mewujudkan




yang - 2di1 "Dalam uapaya
nnya, - ényak intervensi: yang dapat
n. dalam mencapal - tujuan tersebut.
engan- filsafat hukum tu_;uan ‘hukum
adilan, kepastlan hukum ..
faatan. Inter'venm yang chgunakan penuhs
mencapal tujuan yang dikehendaki adalah

dan

':':--'.----penérapé.n diskresi - kepolisian - dalameibidang
penyld1kan Sebagalmana dijelaskan’ sebeiumnya,
- bahwa pelaksanaan diskresi Kepolisian secara

: professmnal akan memiliki dampak yang cukup

. significant bagi para’ penerima manfaat baik

~ secara politis, ekonomi maupun social. Namun
dalam pelaksanaannya terdapat berbagai factor
yang ‘dapat mendukung atupun menghambat
program tersebut, namun diharapkan dengan
penerapan ‘- stratejik, - factor
penghambat . dapat dijadikan suatu kekuatan
dan peluang sehingga menjadi pendukung
keberlanjutan program yang dilakasnakannya.

manajemen

_ Penegakkan hukum sebagai suatu proses,
pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi
yang _i_iienyangk&it pertimbangan membuat
suatu keputusan yang tidak diatur secara ketat
Qiéh___kﬁidah-kaidah_ hukum. Intervensi diskresi
kepolisian merupakan proses dalam penegakkan
huktim di. Indonesia. Dalam pelaksanaannya,
akan terdapat hambatan-hambatan maupun
pendukung  kebijakan tersebut. Hambatan
dalam penegakkan hukum tidak akan terlepas
dari ketidakserasian anatara nilai, kaidah dan
pola perilaku yang akan berdampak pada
sulitnya mencapai tujuan utama dari hukum
itu sendiri yaitu kehidupan bermasayarkat yang
aman , nyaman dan tertib. Di Indonesia sendiri,
penegakkan hukum cenderung merupakan
pelaksanaan dan pengejawantahan peraturan
perundang-undangan.  Sehingga  dampak
social akan terasa bila seluruh keadilan hukum
bermuara pada keputusan hakim pidana tanpa
memperhatikam dinamika yang berkembang
pada masyarakat.

Soerjono  Sockanto, 1983, menjelaskan

[ - Dlsk:es; Kepohsxan sebagm Intcrvens1 Kehgakan dalam Mew&lyud}mn Kepasnan Hulkum yan,

- (Stud: Kasus Penyldikan - Malpraktik oleh Polres Ggresxk)

' -bahwaupayapenegakkanhukum ataumenjadikan - o
kaidah hukum yang abstrak menjadi hukumyang =~ -
'kongkxitdipengamhi oleh beberapa faktor yaitu: = .
faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, - -
faktor sarana atau fasilitas yang mendukung :":'._i
penegakkan - hukum, faktor masyarakat, dan. . -
faktor kebudayaan, Sebagaimana dikemukakan o
diatas, ‘bahwa implemantasi kaidah hukum
secara kongkrit dilakukan oleh Polri, maka dalam -
rangka mencapai tujuan penegakkan hukum =

diperlukan tindakan disekresi. Penegakan hukum
tidak berarti dilaksanakannya hukum secara
normative, oleh karena itu agar hukam dapat
hidup di tengah masyarakat maka dibutuhkan
komponen penegak hukum yang diharapkan
mampy melihat hukum disandingkan dengan
keadaan dan dinamika masyarakat.

Dalam pengembangan hukum pada era
sekarang terdapat dua model pengembangan
yaitu hukum yang bersifat responsif dan di
sisi lain mengembangkan kerangka hukum
ortodoks (respresif) yang menindas hak asasi
manusia dari rakyat. Nonet dalam Husni,
2012, mengambangkan bahwa perkembangan
hukum' tercermin dalam tipe-tipe hukum/yang
dikembangkan oleh penguasa negara /melalui
tiga tipe perkembangan hukum. Pertama, hukum
represif (represif law) yaitu hukum sebagai
alat kekuasaan represif dafi penguasa negara
atau rezim yang.berkuasa dalam pemerintahan.
Kedua, hukum otonom yaitu hukum sebagai
pranata yang mampu menetralisasikan represif
penguasa negara dan melindungi integritas
hukum itu sendiri. Ketiga, hukum responsif yaitu
hukum sebagai suatu sarana untuk menanggapi
ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi
masyarakat.

Pengembangan hukum tersebut haruslah
dititikberatkan kepada tujuan hukum untuk
mencapai suatu keadilan. Radbruch (Dwisvimar,
2011), dalam hal mencapai tujuan tersebut dapat
diberikan arah yang berbeda — beda sebagaimana
diutarakan. Fungsi hukumn adalah memelihara
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NAEE Dalam praktlknya, pengembangan hukum'
i -._tldak terlepas dari proses. pcncgakkan hukumitu
e sendiri, dimulai dari proses penyidikan sampal_..:
S _'.dengan pemenksaan dalam suatu peradllan_
S yanglebih: d1kena1 dengan duc ‘process -law. -
" Hukum positif yang ada dalam masyarakat

yang. d1gunak.an olch para penegak “hukum
‘tidaklah . selalu sempurna - didalam * proses
penyusunan maupun implementasinya. La Fave
‘dalam Sockanto, 2004, menjelaskan terdapat
kéierbatasan- hukum itu sendrir, bahwa (1) tidak
ada - perundang-undangan yang sedemikian
lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua
perilaku - manusia; (2} adanya kelambatan-
kelambatan untuk menyesuaikan ‘perundang-
undangandenganperkembangan-perkembangan
di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan
ketidakpastian; (3). kurangnya biaya wuntuk
menerapkan perundang-undangan sebagaimana
dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
(4) . adanya kasus-kasus “individual yang
memerlukan penanganan secara“khusus. Pada
kasus malpraktik dengan korban Habibizyang
terjadi di Gresik yang sampai sekarang belum
jelas hasil dari proses penegakkan hukum yang
dilakukan, tergambar bagaimana hukum yang
ada belum mampu menjawab persoalan tersebut.
Jenderi M Gaftar yang mengutip kata-kata BM
Taverne mengatakan “Beri aku hakim yang baik,
jaksa yang baik, dan polisi yang baik, maka aku
akan berantas kejahatan tanpa undang-undang
secarik pun”. Lebih lanjut Jenedri menyimpulkan
pernyataan BM Taverne tersebut mengandung
dua konsekuensi yaitu pertama, aparat hukum
yang diwakili oleh hakim , jaksa, dan polisi

memiliki peranan penting dalam oenegakkan

- dalam __'.._;_fimgsz terscbut, namun mempakan"__"'-" ebagai
HEn :suatu; konsep dasar ‘dimana  manusia harus e
Gl “hidup: dalam masyarakat dan. harus d1atur olch tid
S ”pemenntah dengan balk berdasarkan hukum

negakkan undang»undang

Kormsz Kepohman Naswnai (Kompolnas).}-z'.
yang: merupakan lembaga yang bertugas untuk o
membantu ‘Presiden - dalam- menctapkan arah
keb;l_]akan Polri, secara langsung mcrnbenkan':
perhatian terhadap kasus yang ditangani oleh |
Polres Gresik. Intervensi - yang diberikan oleh
Ko_mpbinaé terlihat jelas _'-dalam_.'.pcnyelesaian'
kasus tersebut: dengan cara memimpin gelar
perkara di tingkat Polda dan merekomendasikan
agar kasus terscbut dihentikan demi hukum
dengan berbagai argumentasi, Wiguno , 2015,
menjelaskan terdapat dua pandangan intervensi
didalam penyidikan yaitu intervensi negative
yang ‘merupakan adanya campur tangan dari
pihak lain dalam proses penyidikan yang lebih
bersifat kepentingan pribadi atau kepentingan
tertentu - yang tidak seswai dengan tujuan
penyidikan sehingga perkaranya /dihentikan
atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sedangkan pemaknaan yang kedua memandang
bahwa intervensi adalahrhal yang positif, yaitu
adanya campurotangan dari pihak lain dalam
proses penyidikan untuk mengatasi stagnasi
dan membantu kelancaran proses penyidikan,
menentukan  prioritas  penyidikan, serta
meningkatkan efektivitas penanganan perkara.

Intervensi dari satuan atas {(Polda) dan
Kompolnas harus dinilai dalam perspektif
yang positif dalam penyelesaian kasus tersebut.
Ketidaksempurnaan hukum positif yang ada
khususnya hukum acara pidana dimana belum
mengatur tata cara dan syarat penghentian
penyidikan terkait kasus diatas maupun kasus
kasus lain yang serupa harus ditemukan hukum
yang dapat mengakomodir keadilan bagi semua
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S 1"--”tengah masyarakat menjadi sangat urgent untuk
._:'_'-_':':-".__'fdlperurnbangkan sebagal bagian dari’ hukum
_.yang hidup dalam masyarakat. Sebagannana
S dqelaskan diatas bahwa hukum bukanlah sebatas
_'__:3'._--"Z'undang-undang ‘saja;’ terdapat satu tindakan

':'_i""f_'yang ‘dapat “diambil ‘oleh penyldik sebagal
_'_PengejaWantahan derm huku ” yaitu-diskresi

o deakan chskrem ini‘'secara tegas diatur
: dalam__ Undang undang/nomor 8 tahun 1981
: .:teﬂ'tahg:jKUHAP ‘yaitu pada pasal 5 ayat (1)
sub a butir 4 dan pasal 7 ayat (1) huruf j, yang
memberikan kewenangan kepada petugas Polisi
untukmengadakan tindakanlain menuruthukum

yang bertanggung jawab, Terdapat batasan dalam
disk_resi'yang'dilaksanakan oleh Polisi tersebut
yaiﬁl =+ (1) tidak bertentangan dengan hukum,
(2) - selaras - dengan  kewajiban hukum yang
mengharuskan dilakuikannya tindakan jabatan;
(3} tindakan itu harus patut dan masuk akal dan
termasuk dalam lingkungan jabatannya; (4) atas
pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan
yang ‘memaksa; (5), menghormati hak asasi
manusia. Pengaturan tersebut dikuatkan dalam
pasal 16 Undang-undang No 2 Tahun 2002
tentang Polri. Halini sejalan dengan Brotodiredjo
(Prakoso,1987) : “discretion yang dalam bahasa
disebut nach eigenem (nach freiemermessen)
yang diterjemahkan kebebasan bertindak ‘tas
penilaian sendiri atau kebijaksanaan yang terikat
dalam lingkup kewajiban, jadi bukan sebebas-
bebasnya.”. Pun dengan Thomas J. Aaron dalam
Dirgantara dan Tjatrayasa, 2015, mendifinisikan
diskresi kepolisian sebagai berikut: “discretion is
a power or authority conferred by law to act on
the basis of judgement or conscience, and its use
more an ideal of moral than law”. Dalam hal ini
diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau
kewenangan yang diberikan oleh undangundang
atau atas kuasa undang-undang untuk bertindak
berdasarkan pertimbangan atau  keyakinan
sendiri, tindakan mana lebih bersifat moral

Dzsl«.rcsx Kﬁ;mhsm.n sebaga: Inten ens1 KebgaLan dalam Mewu udkan Kepastian I—Iukum yané Ail;.
d!knn Tes

pihak. Kepentingan umum dan oplm d1 tengah— -

(Studl Kasus Penyx Malpraknk oieh Polres

dan pada bermfat hukum. Ada poten51 negative - . ¢ ':
': yang: memungkinkan timbul dari penerapan”
diskresi yang tanpa batas yaitu penyalahgunaan

. wewenang yang cenderung mengatasnamakan'_.-'_.'_:'__-.:_'-_ |
hukum : ‘untuk mendapatkan = sesuatu sesuai
kepentmgan tertentu baik dari sisi Penyidik itu N
sendiri ataupun- kepentingan pihak lain yang :

memiliki kekuasaan lebih:

‘Penegakkan  hukum  pidana cukup <
dipengaruhi oleh Polri sebagai pelaku penegak
hukum khususnya dalam hal tindakan diskresi :
kepolisian. Faktor petugas dalam banyak hal . =

sangat menentukan kualitas diskresi itu sendiri.,
semisal profil polisi itu sendiri, latar belakang
pendidikan Polisi, komitmen dan kompetensi
dan sebagainya. Maine dalam Hidayat (2011),
menyatakan bahwa terdapat factor yang
mempengaruhi  petugas  dalam mengambil
tindakan diskresi yaitu : (1) lamanya masa
dinas anggota; (2) jabatan/pangkat anggota;
(3) pandangan anggota tentang kasus tersebut
dibandingkan dengan kasus lainnya dan (4)
tingkat frustasi anggita tentang tidak efektifuya
system - peradilan - pidana. Hal-hal demikian
jika tidak dikelola dengan baik oleh pimpinan

“dari petugas di lapanagan akan /menjadi

suatu hambatan. Komitmen pimpinan untuk
meningkatkan kemampuan anggota menjadi
satu kekuatan dalam mefcapai keberhasilan
program ini,

Saatini, kendalayang terjadi didalam praktik
penyidikan dalam penerapan diskresi ini adalah
masih terstigmanya doktrin yang diterima oleh
penyidik pembantu secara turun temurun yaitu
asas legalitas yang tertuang dalam pasal 1 ayat
(1) KUHP “tiada satu perbuatan dapat dipidana,
selain dari kekuatan ketentuan undang-undang
pidana yang mendahuluinya. Hal ini berdampak
pada pengetahuan yang sempit para penyidik di
lapangan dan juga pengawas penyidik bahkan
satuan kerja di Polri yang bertugas mengawasi
disiplin dan kode etik profesi Polri (Propam)
dimana apabila suatu kebijakan tidak diatur
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o : golongan Pcrvma Pcrtama tentang dlskre51 leblh_.___ :2012 o tang Rek;ﬁimé 0 d an Sele.l.{s1.Peny1 dik |
“baik - danpada goiongan Bmtara dan Perwira’ :

: _-'_"-_Menengah karena pernah menerima pelajaran-.'
- khusus tentang diskresi kcpoh51an di Akpol. -
" Sejalan -dengan hasil ‘penelitian. Kompolnas

- tersebut, hasil. penehtzan yang- dilakukan oleh

Badan Pengkajian dan Pengembangan Timu dan

Teknologi Kepolistan STIK tahun 2011 dalam
Wiguno - (2015), menemukan. bahwa: dalam
lingkungan penyidikan , diskresi tidak dapat
dilakukan oleh masing-masing anggota karena
penyidikan . merupakan = lembaga. fungsional
kolektif, dimana atasan penyidik/pimpinan
penyidik memiliki tanggung jawab dan peranan
yang besar dalam penentuan upaya paksa,
manajemen penyidikan dan  diskresi - dalam
penyidikan. Apabila dicermati hasil penelitian
ini menunjukan ketidakpahaman pimpinan baik
atasan penyidik, pimpinan Satker Polres bahkan
Satker Propam, schingga menjadi dilemma bagi
penyidik dalam melakukan tindakan diskresi
tersebut. ;

‘Faktor  sosial Yang  mempengaruhi
penerapan diskresi adalah pengaruh situasi
masyarakat menurut perspektif atau penilaian

Polri dalam penegakkan hukum melalui
kewenangan  diskresinya. Menjadi  suatu
dukungan bila persepsi yang diberikan

masyarakat kepada tindakan yang diambil
oleh Polri sebagai suatu persepsi yang linier
dengan persespsi yang dimiliki Polri. Tingkat
komunikasi antar masyarakat dengan Polri akan
mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh
Polri. Pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat
juga akan membantu pengawasan pelaksanaan
diskresi supaya tidak menjadi arogansi kekuasaan
dan kewenangan.

-~ Polri; yang secara cksphs:.t menyebutkan bahwaf_j”:.
';'dmtamakan yang berijazah Sar}ana Hukum maka . -
: 'pengetahuan dan pemahaman tentang d1skresi_:_-.'-
akan menuju. kearah yang lebih baiky Dengan - |
'harapan kepastian “hukum. yang. adil. dalam
penegakkan hukum bag1 setiap orang baik pihak_ .
korban, tersangka, masyarakat dan juga penegak -

hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal -

28 D ayat (1) UUD 1945, “sctiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum = yang adil serta perlakukan
yang sama d1 hadapan hukum” dapat terwujud

Kesnnpulan dan Saran

Konstztum Negara Indonesxa
mengamanatkan bahwa penegakkan hukum
haruslah mewujudkan kepastian hukum yang
adﬁ dengan mengedepaﬂkan penghargaan
atas hak asasi manusia. Muara dari kepastian_'
hukum yang adil itu adalah perwujudan
suatu kondisi masyarakat yang aman dan
tertib. Segala_peraturan perundang-undangan
yang diberlakukan di Negara ini tidak boleh
menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam
UUD 1945. Apabila terdapat suatu aturan
hukum yang bertentangan dengan prinsip yang
terkandung dalam konstitusi, dapat dilakukan
judicial review dengan argumentasi yang tepat.
Perbedaan persepsi dalam menafsirkan suatu
aturan hukum merupakan kekayaan intelektual
yang harus di kelola dengan baik. Berbagai
perbedaan konsepsi dan teori hukum dapat
dijadikan argumentasi hukum dalam menjawab
permasalahan hukum yang tidak bisa diselesaikan
oleh hukum positif.
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an hukum d1 Indonesm dengan
_ rubahanyangterjadzdaiammasyarakat
L :-'secara d1narms, menuntut adanya.pembaharuan
o dalam enegakkan hukum, ‘Perubahan dalam
. berbagai segi keh1dupan baik politik, ekonomi,
'-maupun teknologl sangat ‘berpengaruh
S _p.‘konsep berpikir para penegak hukum
. di negeri ini. Hukum tertulis yang dijabarkan
o _'dal.am berbagal perundang-undangan seolah-
- olah tidak mampu menjawab berbagai persoalan
- hukum’ yang -sudah terkontaminasi dengan
- -'-_:'berbagal kepentingan dari perubahan kehidupan
_bermasyarakat berbangsa ~“dan  bernegara
itu “sendiri. - Tekanan public ‘terhadap suatu
permasalahan hukym yang terjadi membutuhkan
reaksi yang tepat dari para penegak hukum
terutama kepolisian sebagai garda terdepan yang
selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dengan berbagai intervensi social dan politik
dari masyarakat menggunakan sarana teknologi
informasi membuat tekanan terhadap hukum
Kemampuan  personel
kepolisian untuk ‘mengidentifikasi pergolakan
hukum di masyarakat tersebut menjadi unsur
yang pgntmg untuk ‘menyelesaikan persoalan
tersebut, kepekaan pimpinan Polri terhadap
perubahan paradigma hukum diuji untuk berani
mengambil suatu tindakan demi tercapainya
tujuan penegakkan hukum yang hakiki,

menjadi  massive.

Saat ini, dengan berbagai contoh perKara
. yang menjadi perhatian masyarakat seperti kasus
pencurian kakao, sandal jepit, ranting kayu ,
dan berbagai kasus yang sejenenis menunjukkan
bahwa penegakkan hukum yang dilakukan
tidak lagi dapat membedakan apa yang menjadi
tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum
dan kemanfaatan yang memiliki keterikatan
satu sama lainnya. Adanya asas presumption
of innocent menuntut penegakkan hukum
yang tidak pandang bulu, semua pihak sama
kedudukannya dimuka hukum. Namun setiap
permasalahan hukum memiliki konteks sosial
dan latar belakang yang berbeda-beda sehingga

DlSkIESI Kepohsxan sebagm Intarvenn Ixebgamkan dalam Mcwuﬁgkan Kepastian Hukum yan

Adit.
o (Smd1 Kasus Penyx 1 Malprakzﬂc oleh Po].res Ggreﬂk} :

dlpcrlukan perlakuan yang khusus dari masing- " '_;_.ﬁrj_:}
masing permasalahan hukum tersebut. Dengan. -
demikian, diperlukan interpretasi hukum yang
kuat dari personel  kepolisian berdasarkan .
pengetahuan akan konsepsi dan teori hukum ==
untuk membuat terobosan hukum, salah satunya =~ -

adalah penerapan diskresi kepolisian.

Diskresi merupakan bagian penting dari

tugas-tugas kepolisian, seperti yang diutarakan
oleh Cohen dalam Elliston dan Feldberg (1985)
; 'penggunaan diskresi bukanlah pilihan bagi
polisi, melainkan bagian penting dan tidak
dapat dihindari dari pekerjaan mereka...”
Meskipun dikatakan menyimpang dari asas
legalitas sebenarnya merupakan pelengkap dari
asas legalitas itu sendiri sebagaimana dijelaskan
Satjipto Rahardjo dalam Faal (1991), bahwa bila
hukum mengatur kehidupan bersama secara rinci
dengan langkah-langkah secara lengkap maka
seketika itu pula kehidupan akan macet, oleh
karena itu sesungguhnya diskresi merupakan
kelengkapan dari system pengaturan oleh hukum
itu sendiri. Dengan adanya berbagai keterbatasan
hukum , maka penerapan diskresi kepolisian
khususnya dalam bidang penyidikan merupakan
suatu keniscayaan. Penegakkan hukum bikanlah
penegakkan undang-undang semata. Diskresi
kepolisian dalam bidang penyidikan merupakan
perluasan dari penegakkan undang-undang
untuk mencapai tujuan hukum yang diharapkan.

Strategi  yang perlu  dikembangkan
dari diskresi ini harus ditujukan kepada
keberlanjutan internvensi kebijakan diskresi itu
sendiri. Penerapan diskresi kepolisian dalam
penyidikan haruslah mengedepankan kepastian
dalam konteks penerpannya serta marmpu
mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi
masyarakat dalam proses nya. Dengan demikian
pengembangan  diskresi diarahkan kepada
pencapaian keberhasilan yang dilihat dampak
yang diterima oleh para penerima manfaat
(beneficiaries) secara luas secara berkelanjutan.
Untuk itu, pengembangan diskresi yang harus
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o f_hukurn dan kultural hukurn melalul

1 :__-Perubahan hukum acara

' manajemen p\‘-‘n}“dlkan tmdik p;dana yang_

s -mengakomodlr secara tekstuai ‘dan’ tegas
'-._;mengenaz kewenangan diskresi kepohsxan

Rk beserta bata_s_anjbata_snnya_:s_eh;._r_;g_ga te;;i._apat '

. perlindungan terhadap para penyidik dalam
‘bertindak.

2. Perbaikan system pengawasan dan evaluasi
kinerja  penyidik  dalam  penggunaan
kewenangan /diskresi supaya tidak terjadi
abuse of power yang dapat merugikan insitusi
dan pihak-pihak lainnya

3. Pendidikan dan pelatihan yang dimasukkan
ke dalam kurikulum pendidikan Polri
sechingga
memahami dan dapat diimplementasikan

seluruh personel Polri dapat

secara positif dalam tugasnya serta dapat
mensosialisasikan kepada seluruh stake
holder baik internal maupun eksternal Polri
supaya memperoleh persepsi yang sama
tentang diskresi, kepolisian sehingga dapat
mendukung dalampenerpannya.
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